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Abstrak
 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam non-hayati.

Sumber daya alam ini keberadaanya sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi. Oleh karena itu,

undang-undang dengan tegas mengatur bahwa dalam pengelolaannya perlu diatur sehinga bermanfaat bagi

orang banyak khususnya rakyat Indonesia. Kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu usaha

penggalian potensi daerah yang saat ini banyak dikembangkan guna menunjang kesejahteraan rakyat dan

pembangunan daerah. Namun apabila kegiatan penambangan dilakukan tanpa kontrol yang baik maka dapat

mengakibatkan kerusakan linqkungan. GBHN mengamanatkan agar pembangunan pertambangan diarahkan

untuk mendayagunakan sumber daya tambang secara hemat dan optimal bagi pembangunan ekonomi

nasional dalam menuju masyarakat adil makmur. Usaha pertambangan memiliki sifat; membutuhkan modal

besar, membutuhkan keahlian dan teknologi tinggi, merupakan investasi jangka panjang, memiliki resiko

ketidakpastian yang besar, serta sumbernya tidak bisa diperbaharui.

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka terbuka peluang bagi berbagai pihak untuk turut serta sebagai investor

dalam usaha ini. Timah merupakan salah satu bahan galian strategis yang banyak didapati di Pulau Bangka.

Bahan galian timah di pulau ini telah dieksploitasi selama lebih dari 350 tahun. Usaha pertambangan timah

dilakukan oleh investor lokal maupun investor asing. Adapun pengaturan perizinan usaha pertambangan

timah yang dilakukan oleh PMDN

diatur dalam UUPP, PP No. 75 Tahun 2001, Kepmen ESDM No. 1453k/29/MEM/2000 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum serta peraturan-peraturan

daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan umum.

Sedangkan untuk investor asing yang akan berusaha di bidang pertambangan timah harus mengacu kepada

UU PMA, UUPP, serta Kepmen ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan

Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman

Modal Asing.
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